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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhahap 

pembuangan kotoran dalam kasus pencemaran sungai oleh limbah kotoran babi di 

sungai Widuri kabupaten Bantul dan untuk mengetahui faktor penghambat yang 

dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai 

Widuri yang diakibatkan oelh limbah kotoran babi. Terdapat permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan 

kotoran babi ke sungai Widuri kabupaten Bantul tanpa ijin dan faktor penghambat 

yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pembuangan 

limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer 

yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber, serta data sekunder yang 

berkaitan dengan hal yang penulis teliti yaitu Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 

2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Bupati 

Bantul No.15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Hasil penelitian 

menunjukkan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pembuangan limbah 

kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum 

berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan penertiban pemerintah daerah dan badan 

lingkungan hidup kabupaten Bantul berpegang teguh pada peraturan daerah yang 

berlaku. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh pihak 

badan lingkungan hidup dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan 

oleh pihak badan lingkungan apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat kepada badan lingkungan hidup. Faktor-faktor yang menjadi penghambat 

badan lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang 

diakibatkan oleh limbah kotoran babi adalah banyak dari mereka yang mendirikan 

usaha tidak memiliki ijin, yaitu ijin usaha dan ijin pembuangan limbah. Selain itu juga 

terdapat faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya sarana 

atau fasilitas. Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu Agar dalam pelakasanaan 

penegakan hukum pihak badan lingkungan hidup lebih tegas dalam menertibkan 

pelanggaran lingkungan hidup, serta Warga dan pelaku usaha berupa ternak babi 

lebih melek atau paham terhadap  pentingnya lingkungan sehat yang tidak tercermar 

oleh limbah cair maupun padat. 
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